
 

 

 

 

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

NOMOR  36    TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PESISIR SELATAN, 

Menimbang 
 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi 
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 
Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang No. 58 Tahun 1958 
tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 
Tahun1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 
II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 

  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4400); 

 



  6.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Pemerintah 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

 



Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5219); 

 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah; 

 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; 

 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  

 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 
tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana 

telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah; 

 

  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 

  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

 

 
 

  24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 

 

  25. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat; 

 

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

 

 
 

 27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; 

 

  28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 

 



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 25 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Pesisir 
Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 
Tahun Anggaran 2020; 

 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2020 
 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah 

Rp. 1.862.831.874.692,-   berkurang sejumlah 152.413.062.081,- sehingga menjadi 

Rp. 1.710.418.812.610,61,-, dengan rincian sebagai berikut : 

a.  Pendapatan  

 1. Semula Rp. 1.787.094.489.692,- 

 2. Bertambah/(berkurang) Rp.     (93.625.884.900,-)  

  Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp.   1.693.468.604.792,- 

b. Belanja Daerah  

 1. Semula Rp. 1.854.122.929.692,- 

 2. Bertambah/(berkurang) Rp.     (154.413.062.081,39-) 

     Jumlah Belanja setelah Perubahan                     Rp.    1.699.709.867.610,61- 

 Surplus/(Defisit) setelah Perubahan       Rp.          (6.241.262.818,61,-) 

c. Pembiayaan Daerah  

 Penerimaan 

 a). Semula Rp. 75.737.385.000,- 

 b). Bertambah/(berkurang) Rp.     (58.787.177.181,39-) 

     Jumlah Penerimaan setelah Perubahan              Rp.   16.950.207.818,61,- 

 2. Pengeluaran 

 a). Semula Rp. 8.708.945.000,- 

 b). Bertambah/(berkurang) Rp.     2.000.000.000,- 

    Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan              Rp.    10.708.945.000,- 

 Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan      Rp.      6.241.262.818,61,- 

 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.                     0 

 

Pasal 2 

 Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Pesisir 

Selatan ini. 

 



Pasal 3 

 Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan 

Bupati Pesisir Selatan ini. 

Pasal 4 

 
Daftar Nama Penerima, alamat penerima dan besaran dana belanja Hibah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan 
Bupati Pesisir Selatan ini. 

 

Pasal 5 
 

Daftar Nama Penerima, alamat penerima dan besaran dana belanja Bantuan Sosial 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicantumkan dalam Lampiran IV Peraturan 
Bupati Pesisir Selatan ini. 

 
Pasal 6 

 
Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pesisir Selatan. 

 
Pasal 7 

 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 8 

 

 Peraturan Bupati Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati Pesisir Selatan ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 
 

 Ditetapkan di Painan 

 pada tanggal  27 November 2020 
 

 Pjs BUPATI PESISIR SELATAN, 

      

                                                                                                dto 

 

                   MARDI 

 
Diundangkan di Painan 

pada tanggal 27 November 2020 

       SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PESISIR SELATAN 

 
       dto 

 
  ERIZON 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 37 


